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5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di bab sebelumnya dapat disimpulkan
bahwa Konflik Hukum Pada Penerapan Sanksi Adat Perkawinan di Bawah

Umur di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten

Solok:

1. Sanksi adat yang berlaku di Nagari Sungai Nanam terhadap laki-laki dan
perempuan bukan mahram yang pulang melewati jam 7 malam adalah
dinikahkan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial, menjaga
kehormatan keluarga, dan solusi adat dalam mengatasi pergaulan antara
laki-laki dan perempuan. Sanksi adat ini menimbulkan konflik hukum
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait batas usia
perkawinan. Sanksi adat ini juga berpotensi menimbulkan masalah dalam
rumah tangga mengingat kesiapan fisik, mental dan emosi anak dalam
membina rumah tangga.

2. Penerapan sanksi adat berupa perkawinan di bawah umur di Nagari
Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dalam
Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia bertentangan
dengan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang mensyaratkan usia minimal 19 tahun untuk menikah. Di
samping itu, umumnya perkawinan anak terhadap sanksi adat tersebut
tidak tercatat secara hukum, sehingga menimbulkan dampak administratif
dan sosial, seperti tidak jelasnya status hukum anak dan ibu.

3. Solusi terhadap penyelesaian konflik antara hukum adat dan hukum
negara terkait perkawinan di bawah umur di Nagari Sungai Nanam
mengarah pada penerapan asas lex specialis derogat legi generali. Asas ini

merupakan prinsip dalam penafsiran hukum yang menyatakan bahwa
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aturan yang bersifat khusus (lex specialis) dapat mengesampingkan
aturan yang bersifat umum (lex generalis), maksudanya adalah
masyarakat sekitar lebih mematuhi aturan adat dari pada aturan negara.
Oleh karena itu, pemerintah sekitar perlu mengadakan edukasi hukum
dan sosialisasi tentang bahaya perkawinan usia dini, Upaya ini dibutuhkan
kerjasama antara hukum adat dan hukum negara melalui musyawarah
antara tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, dan lembaga hukum
melibatkan semua pihak dan menempatkan kepentingan terbaik anak

sebagai prioritas utama.

5.2 Saran

1. Diperlukan upaya kolaborasi antara tokoh adat, tokoh masyarakat, dan
pemerintah untuk mereformasi sanksi adat agar tetap menghargai nilai
budaya tanpa mengorbankan hak anak. Sosialisasi hukum, pendidikan
tentang perlindungan anak, dan penguatan peran lembaga negara perlu
ditingkatkan guna mencegah praktik perkawinan di bawah umur. Selain
itu, penting dilakukan pembinaan kepada masyarakat agar norma adat
yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan,
dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Perlu dilakukan penyelarasan antara hukum adat dan hukum negara
melalui pendekatan dialogis dan edukatif yang melibatkan tokoh adat,
tokoh agama, dan pemerintah. Sosialisasi mengenai pentingnya
pencatatan hukum perlu dilakukan untuk melindungi hak anak dan
perempuan. Selain itu, penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya
menaati batas usia perkawinan sesuai undang-undang sangat diperlukan
agar pelaksanaan adat tidak melanggar hak asasi manusia dan aturan
negara yang berlaku.

3. Diperlukan penyesuaian antara hukum adat dan hukum negara melalui
dialog partisipatif antara tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, dan

lembaga negara. Edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat
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